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KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 29 TAHUN. 2004

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

' BUPATI ROTE-NDAO,

)
bahwa dengan berlakunya Undang ~ undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Dacrah, maka Dacrah diberi kewenangan  untuk mengurus dan
mengatur daerahnya sendiri,
bahwa dengan ditetapkannya  Undang - undang Nomor 34 tahun 2000
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang-undang di
maksud,
bahwa Retribusi Pelayanan Pelabuhan merupakan salah satu pendapatan yang
penting guna membiayai penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah dan
pembangunan untuk memantapkan otonomi dacrah yang luas, nyata, dan
bertanggungjawab, '
bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a,b,dan c di atas, maka
perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribust
Pelayanan Pelabuhan

Undang - undang Nomor 8§ Tahun 1981 tentang kitab Undang — undang
Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3029);

Undang-undang Nomor 21 “Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493),

Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
undang Nomor 34 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 40438)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3029);

Undang undang  Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan  Keuangan
antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang — undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rot
Ndao ( LN. Tahun 2002 Nomor 22 TLN Nomor 4184).

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang paiak daerah dan retribusi daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Fahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258),

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan (Lembaran
Negara Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661),

Peraturan  Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 (cntang angkutan diperatran
(l.embaran Negara Tahun 1999 Nomorl87, Tambahan [.cmbaran Negara
Nomor 3907);



Il Peraturan  Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang  Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom  (

Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3932 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor [19 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4139); -

13. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan
Kewenangan Kabupaten dan Kota.

14, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

|5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Dacerah.

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 ¥ahun 1998 t(entang
Penyelenggaraan Perhubungan Laut,

| 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

|8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Dacrah Tingkat [ dan Tingkat [1

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 — 67 Tahun 2002 Tanggal 20
Februari 2002 tentang Pengakuan kewenangan Kabupaten dan Kota.

)|, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Struktur Organisasi dan  Tata Kerja Perangkat Dacrah Kabuapten Rote
Ndao.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

MIEMUTUSKAN

pkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAQO TENTANG RETRIBUS
PELAYANAN PELABUNAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

B Peraturan Dacrah i vang dimaksud dengan

fierah adalah Kabupaten Rote Ndao.

nerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi vang lain sebagai
fdan eksekutif Daerah.

tpala Daerah adalah Bupati Rote Ndao

linas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao

Riabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuar dengan
Wraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Blabuhan adalah tempat yang terdiri dart Daratan dan Perairan disckitarnya dengan batas-batas
tHentu sehagai lempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan scbagai
fmpat kapal bersandar, berlabuh. naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang vang
fengkapr dengan fasihitas kesclamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan antar moda
finsportasi

Boclabuhanan meliputi segala sesuatu yang  berkaitan dengan Kegiatan  penyelenggaraan
Rlabuhan dan Kcegiatan lainnya dalam  melaksanakan  [ungsi pelabuhan  pelabuhan  untuk
fEnunjang kelancaran keamanan dan ketertiban arus lalulintas kapal, penumpang dan atau barang,
Bclamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan antar moda;

fipal adalah setiap alaf apung dengan bentuk dan jenis apapun.

Riribusi kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan
Buiatan penyelenggaraan pelabuhan

Baiib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi

)

Wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk punguotan atau pemotongan retribusi tertentu.
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lasa Retribusi adalah suary ]
Betribusi untuk memanfaatkan
purat ketetapan retribusi
henentukan besarnya juml
flirat ketetapan Retribusi
£Cputusan yang menentuk
mlah kekurangan pemba
fasih harus dibayar,

Hira ketetapan retribusi Dacral

angka waktu tertentu vang
pelayanan jasa pelabuhan
daerah vang dapat disingkat SKRD. adalah
ah retribusi yang (erutang.
Daerah Kurang Bayar vang d
an besarnya jumlah retribus:
yaran pokok retribusi,

merupakan batas waktu Dagt wayib
Surat Keputusan vang

apat disingkat SKRDKI3 adalah Surat
yang (crutang, jumlah kredi retribus,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah vang

Kurang Bayar Tambahan yang d
\ lah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retriby
Rrat ketetapan  retribusi daerah lebih bayar
Bbutusan yang menentukan jumlah pemb
BOIh besar dari retribusi yang te

apat disingkat SKRDKI3]
It vang telah ditetapkan
yang dapat disingkat SKRDLRB adalah
ayaran kelebihan retribusi k
tutang atau tidak seharusnya terutang,
lrat tagihan retribus; Daerah yang dapat disingkat STRD adalah sut
BUibusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

at pemberitahuan retribusi daerah yang dapat disingkat SPTRD ada
eh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
Braturan retribusi.

Eldyaran rakyat adalah kegiat
lgvan dengan menggunakan k
I0ran tertenty.

surat
arena jumlah kredit retribusi

al untuk melakukan tagihan

lah surat yang digunakan
vang terhutang menuryt

an angkutan laut ya

ang ditujukan untuk mengangkut barany dan
apal layar, kapal |

ayar motor tradisional, dan Kapal motor dengan

BARB ||
NAMA. OBY[K DAN SUBYIEK RETRIBUSI
Pasal 2

gl hama Retribusi Pelavanan |2

clubuhan, dipungut retribusi sehag:
l8h penvelenggaraan pelabuhun '

gar pembavaran atas

pelavan.

Pasal 3

@bek Retribusi adalah pelayanan Kegiatan penvelenggaraan Pelabuhan vang meliput
/ enyediaan tempat Tambay

BPenyediaan tempat Labuh

R Pelayanan bongkar muay d

[Pemakaran tanah, ruany

kTanda masuk pelabuhan

ok termasuk obyek retribusi

Qlliki dan atau dikuasai oleh Bad
Juf Swasta

an penumpukan
dan perarran

adalah pelayanan kegiatan peny
an Usaha Milik Negara (BU

clenggaraan peiabuhan vy
MN), Perusahaan Daerah (P dan
Pasal 4

Wretribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelabuhan

3 SAI3 111

y GOLONGAN RETRIBUSI

4 Pasal 3

:
rPela_vanzm pelabuhan digolongkan schagai retribusi Jasa umum

: BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

hengounaan Jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan Jangka waktu pemakaian pelabuhan
,,f
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BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENEFAPAN
STRUKTUR DAN BIESARNYA TARIF

Pasal 7
fin sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif’ Retribus; Pelayanan pelabuhan didasarkan
@ penyediaan jasa yang meliputi biaya pemeliharaan. perawatan Dermaga. Kolam Pelabuhan
fliitas darat berupa terminal, gudanyg lapangan parkir penumpang. biaya administras.
Bllan masyarakat. aspek keadilan dan peraturan perundangan vang berlaky

BARB VI

- STRUKTUR DAN BESARNYA TARII REFTRIBUSI

Pasal 8

B Retribusi digolongkan berdasarkan Jenis pelavanan yang diberigan dan langka waktu
minakaian.

ik tur dan besarnya tanf’ scbaga mana dimaksud pada ayat (1. ditctapkan schagai benkut

B |. Kapal angkutan laut luar negeri
2. Kapal angkutan laut dalam neger
2.1 Dari G100 s/d SO0

2.2 Lebih danr G 500

3L Bodi di bawah 3 1on vang

3.2.Bodi di bawah 3 ton yang
menggunakan mesin

S3Dari GlI3sdGT 7

4. Lebih dari GT 7 s/d GT 35

3. Lebih dari GT 35 s/d G'1' 100

3.6. Lebih dari GT 100 s/d GT 500

3.7 Lebih dari GT 500.

Napal yang melakukan Kegiatan tetap

diperairan pelabuhan,

Kapal angkutan Lawt Dalam Negeri

1 Dart GT 100 s/d 500

4.2 Lebih dari GT 500

L) W

o)

1.3 Bodi di bawah 3 ton yang

4.4.Bodi di bawah 3 ton vang
menggeunakan  mesin

L3 Dari GT'3 s/d GT' 7

4.6. Lebih dari GT 7 s/d 35

4.7. Lebih dari GT 35 s/d 100

4.8. Lebih dari G’ 100 s/d 500

b 4.9, Lebih dari GT 500

U Kapal yang melaksanakan kegiatan THPH

0. Kapal pelayaran Rakyat Kapal perimns

menggunakan  layar (Tanpa Mesin)

S Kapal Pelavanan Rakyat/Kapal Perinis

menggunakan  layar (Tanpa \esing

Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga:

Per (I Kunjungan

Perkunjungan
I’crkunmng;ua

Perkunjungan

i Perkunjungan
| Perkunjungan
| Perkunjungan
| Perkunjungan
i Pcrkunjungan
| Perkunjungan

Perbulan
' Perbulan

Perbulan

Perbulan
Perbulun
Perbulan
. Perbulan
" Perbulan
Perbulan

JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF
5 . o __—2—'-7 - _-\‘ . ' [
fiempat Tambat
i Napal angkutan Laut Luar Neger Per Gl per har [ S8 0,150
Napal Angkutan Laut Dalam Negert ;
bt Dan GT 100 s« G 300 Perhan Rp S0 000
b2 1eBih dan GTF S00) Perhan Ry 100 G600
Napal pelayaran Rakvat Kapal Permtis
¢ L.Bodi dh bawah 3 1on vang menggunakan
Lavan ¢ Tanpa Mesin Perharn Rp 730
¢ 2. Bodi di bawah 3 1on vang menggunakan
nmesin Perhan R | Shn
¢33 Dan G Asd G ? Perhan Rn 2 0o
A Lebih dan G 7 s.d G 43 Perhan Rp T Suh
¢S Lebihdan G35 sd Gl o1on Perhar Rp 13000
¢.0. Lebth dart G 100s/d (1 500 Perhar Kp 33000
¢.7. Lebth dari Gi'T 500 Perhan Rp 75.000

LSS 0.09s

NE 75.000
S0.000

Rp

Rp.  2.000

[ Rp 2.500
' Rp. 3.000
' Rp. 15.000
CRp. 25000
' Rp. 50.000
[ Rp. 75.000

Rp. 100.000
[ Rp. 200.000

Rp. 5000

Rp 7.500
Rp 7.300
Rp. 15.000

‘Rp. 30.000

Rp. 30.000
Rp. 125.000

e = L O



Kapal angkutan lant Luar Negen
- Kapal angkutan Laut Dalanm Negen
20 Dan GT3s/d GT 7
2.2. Lebih davi GT 500
. Kapal pelayaran vakyat / kapal perinus
1. Dari GT 3 s/d GT 7

Lebih dari GT 7 s/d 35

[.ebih dari 35 s/d 100
. Lebih dar 100 s/d 500
5. Lebihdari GT 500
JENIS PELAYANAN

\

) O

£

X'L}.' eesas

) asa Pelayanan

£ lasa Denmaga

F 1oang vang dibongkar/muat melalui

pelabuban umum

a 1 Barang ekspor/impor

2.2 barang antar pulau untuk pupuk dan
harang Bulog (Beras dan gula)

a.3. Barang lainnya

ash Hewan Kerbau. sapi. kuda & sejenmisnya

# a5 Kambing, babi dan sejemsnya

B! b, Jasa Penumpukan

E. b1 Gudang tertutup

b.2. Lapangan

b3 penyimpanan hewgn, Kerbau, sapr.
kuda dan sejenisnvi

b4, Penyimpanan hewan Kambing. babn
dan sejenisnya

5 Pemakaian Tanah. ruangan dan peraran

a) Pemakaian Tanah
a1 Untuk kepentingan toko, warang dan
sejenisny

a.2. Untuk perkantoran

| 3 Uintuk reklame

) Pemakaan tamgan

H]

bl Utk Kantor perusahaan pelayanian
dan sejenisnya
Untuk Kantor lainnya
Untuk warung kantor dan sejenisnya
1 ¢) Penggunaan perairan utk bangunan iamnya
¥l T'anda masuk pelabuhan
a) Tanda masuk orang
a. 1. Tanda masuk harian - (penumpang.
pengantar, penjemput)
a2 Tanda masuk tetap
i b) Tanda masuk Kendaraan
b I Tanda masuk haran
.1, Sepeda Motor

b.
C.

-
o
.‘.

1
|

1 D
l. -

Pick Up. Mim Bus, Sedan dan Jeep

3 Truk sedang, Bus sedang
[ -1 Truk besar . Bus Besar

.5, Alac berat roda Karcet
1.0. Alat berat roda besi
b.2. Tanda masuk tetap
b.2.1. Sepeda motor
D.2.2.-Pick Up, Mint Bus.Scdan dan Jeep

b.2.3. Truk. Bus sedang

b 2.4. Truk. Bus Besar
D.2.5. Alat berat roda karet
b.2.6. Alat berat roda besi

Per G\ W\\\\\:\\\\\g_’\\\\ USS

Perkunjungan Rp
Perkunjungan | Rp
|

| Perkunjungan - | Rp.
" Perkunjungan | Rp
t Perkunjungan Rp
{ Perkunjungan | Rp
| Perkunjungan L Rp

SATUAN
‘ 3
L

Per ton per m3

{ Per ton per m3

| Per ton per m3
Per ckor
Per ekor

Per ton/m3 per han
Per ton/m3 per han

Per ekor perhar

Per ekor perhar

Per m2 per tahun
Per m2 per tahun
Per m2 per tahun

Per m2 per tahun
Per m2 per tahun
Per m2 per tahun
i Per m2 per tahun

er orang/sekali masuk
Per orang per bulan

Perkendaraan sekali jalan
(masuk)

Perkendaraan &
pengemudissekalt masuk
Perkendaraan &
pengemudi+Kancki/sckali
masuk

Perkendaraan & pengemudi -
kanek/ sekali masuk

Per Ut

Per Unit

Per kendaraan/bulan
Per kendaraan/bulan
Per kendaraan/bulan
Per kendaraan/bulan
Per kendaraan/bulan

IPer Kendaraan/buian

009
35.000
75.000
1.500
5.000
10.000)
20.000
S(_)_U()(]
‘ TARIF
)
Rp 750
Rp 300
Rp 350
RP J00
Rp 00
Rp 354
l‘\-U N3IE]
Rp |
RP AR
Rp. 33.000
Rp. 25.000
Rl‘ 35.000
( Rp. 35.000
' Rp. 35.000
+ Rp. 50.000
Rp. 15.000
Rp 500
Rp. 15.000
Rp. 1.000
Rp  3.000
Rp.  5.000
Rp. 7.500
Rp. 10.000
Rp. 30.000
Rp. 25.000
Rp. 75.000
Rp. 100.000
Rp. 350.000
Rp. 250.000
]{]) S00.000




JENIS PELAYANAN '- sATUAN TARTF
Bwasan Kegiatan Bidang Perkapalan S ‘.
B ineriksaan dan sertifikat yang ber- \
Rnitan dengan keselamatan kapal. ' i
Dan G173 sampai dengan GT7 | Per kapal | Rp. 23 000 -

| Per kapal | Rp 35 000.-

\

. Dan G 7 sampai dengan (1 3s
etk sanaan pengukuran kapal dan pe-
1

Rp 30 (00 -
FRp 40 000, -

flos1nan surat ukur.
. Pan G 13 sampan dengan G Per kapal
B Dari G 7 saampis dengan G133 Per kapal
bengesahan gambar kapal

Dari (113 sampai dengan (vl Rp. 25.000.-

7 © Per kapal
B, Dari G 7 sampai dengan) Gl 38 Per kapal Rp  30.000.-
IPemberian  sural fanda  kecakapan untuk
fkapal samapi dengan G177 Per kapal Rp  75.000.-
'})cmcnksnm waktu kapal dalam Dok (Luk
Elaut).

, Dari GT 3 sampai dengan Gl Per kapal

h.  Dan G 7 sampan dengan (T 35 Per kapal
Bocmeriksaan  dan pemberian - sural 1jin
Eherlayar (S1B).
£ Dari G173 sampa dengan G177,
 Dari G 7 sampa dengan G133
B Lebih dari GT 35
BB Tanda masuk  dan pengawasan rede’’

B ransport di pelabuhan. Per kapal ' Rp. 7.500.-
R Pengawasan barang berbahayi

7 Rp 75.000.-
3 Rp. 150.000.-
l
| Per kapal

Per kapal
~ Per kapal

. Rp _‘\lll)“.’

0 Rurange dari 6 jam Per (vl
R b Lebih dar O jany sampd dengan 12 jam. ¢ Per G | Rp. 4.000.-
| Per G Rp. ! 000.-

B c. Lebih dari 12 jam untuk jam ditambah I
BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
ah tempat pelayanan kegiatan penyclenggaraan

fisi vang tlerutang dipungut diwilayah dacr

BAR VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSHT ERHUTANG
Pasal 10

e, pemakaian tanah, ruangan dan perairan, tanda

labuh pelayanan barai
1w ditetapkan lain oleh kepala daerah

Feiribusi untuk tempat,
dua belas) bulan atau yat

helabuhan adalah 12
Pasal 11

Biribust terhutany adalah pada suad drictapkannyil SERD atau dokumen lain vang dipersamakan

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

filayah retribust wajib mengis SPDORD
dimaksud pada ayat | 1) harus diist dengan jelas, benar dan lengkap scria

EDORD sebagaimana
ajib retribusi atau kuasanya.

inda tangani oleh w
Phiuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaia

fipasal ini ditetapkan oleh Bupatl.

1 SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayal



BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

'an mn.nubukan SKRD atau dokumen lain yang dxpusamakdn
Mibila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula
hgkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

Emungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

®tribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
BAR XII

SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

hal wapb retnibust tidak membavar tepat pada waktunya atau kurang membayar dan ditagih
Bn menggunakan STRD

[3A13 NI
[ATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

Biterbitkannya SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan SKRDKBT atau STRD
fata cara pembayaran, penvetoran tempat pembayaran retribust diatur dengan keputusan Bupati

BAB XIV
[ATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT. STRD
fin surat keputusan keberatan vang tidak menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar
Brtambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi yang dapat ditagih melalut surat paksa.
Bnagihan retribusi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18

8 1b retnibusi wajib mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditujuk atas

beratan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau
xumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib
Iribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
uar kekuasaannya,



ratan vang udak memenuhn persyaratan sebagaimana dimaksud padd aval () dan avat 1)

dianggap scbagan sural keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
ajuan keberatan udak menunda kewajiban” membayar retribust dan |

us!

yelaksanaan penagihan

Pasal 1Y

4 wahtu paling lama 6 (enam) bulan sejak tangpal sural keberatan ditenma

diajukan
erima scluruhnya atau sebagian, menolak ataw

at dalam janeh
s membert keputusan atis keberatan yvang
utusan fSupati atas keberatan dapat berupa men
ambah besarnya retribust yang terutang.

bila jangka waktu sebaguimana dimaksud pada ay
atan vang diajukan tersebut dianggi

at (1) pasal i telah lewat dan Bupat tidab

ip dikabulkan

nberikan suatu keputusan. keber
1 .

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBHIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

is kelebihan pembayaran retribusi. wayib retribust dapat mengajukan permohonan pengambilan
yada Bupati.
ati dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan s¢)
mbayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

abila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupat tidak
mberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan
h SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama | (satu) bulan.

Eabilu wa)b retribus mempunyal utang retribusi lainnva, kelebthan pembayaran retribusi

.';agz\ilxllei;\ dimaksud pada avat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
ribusi terutang tersebut

gngambilan pembayaran retribusi

ak diterimanya permohonan kelebihan

schagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dalam

hgka waktu paling lama 2 (dua) bulan scjak diterbitkannya SKRDLB.
fpabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2
ua) bulan 3upati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas

Bterlambatan pembayaran kelebihan retribust.

Pasal 21

brmohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribus) diajukan secara tertulis kepada Bupati
engan sckurang-Kurangnya menyebutkan
Nama dan alamat wajib retribusi

Masa Retribusi

E Besarnya kelebihan pembayaran
bermohonan Pengambilan kelebihan pembaya
helalui pos tercatat.

Bukti pencrimaan oleh pejabat dacrah at
Bermohonan diterima oleh Bupati.

ran retribusi disampaikan secara langsung alau

au buku penerimaan pos tercatal merupakan bukt saal

Pasal 22

Pengambilan kelebihan retribusi  dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar

kelebihan retribusi.
Apabila  Kelebihan pembayaran
Kebagaimana  dimaksud pada pasal

retribusi  diperhitungkan  dengan utang retribust  lamnya.

20 ayal (4) pembayaran dilakukan dengan cara
uga berlaku sebagal bukti pembayaran.




[3A13 NVII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23

I dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. antara lain untuk mengangsur, Karena
cana alam dan atau Kerusuhan

BAB XVIII
NADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 24 N

0 Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau
#. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tdak langsung

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

Wajib Retribusi vang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah
fiancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) x

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 26
Benvidik Pegawai Neger- sipil adalah Pegawar Negert Sipil tertente dilingkungan Pemernrah
vang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
Ridana dibidang retribusi dacrah sebagaimana vang dimaksud dalam Undang - undany Hukum
ara Pidana
Vewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat | (satu} adalah
B Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Menehti keterangan atau Laporan berkenaan  dengan
L Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah dan agar Laporan tersebut menjadi lengkap dan
jelas.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan  mengenar orang  pribadi atau  Badan
tentang  kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak Pidana retribus
daerah.
Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadr atau Badan schubungan dengan tindak
Pidana dibidang retribusi ducrah. ;
Memeriksa Buku-buku, Catatan  catatan dan dokumen-dokumen faimn berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah
Melakukan penggeledahan atau mendapatkan alat buku pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain. serta melakukan penyitaan terhadap alat bukt tersebut
Meminta  bantuan  tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tundak
pidang dibidang retnibust dacrab
Menvuruh berhenti dan atau melarang sescorang memnggalkan raangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berfangsung dan memenksa dentitas orang dan atan dokumen vany
dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ '
Memotret seseorang vang berkaitan dengan undak prdana retribusi dacran
Memanggil orang untuk didengar Keterangannva dan diperiKsa sebagar tersangii atiau saks

.....

Menghentikan penyidikan



Miclakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan tndak pidana dibidang

firibusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
fyidik sebagaimana dimaksud pada ayat () memberitahukan dimualinya penyidikan dan
Byampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesual dengan ketentuan yang

BLr dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

- hal vang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenal pelaksanaannya

@n ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dacrah
Bipan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang
(@firibusi pelayanan Pelabuhan dinyatakan tidak berlaku lag.

Pasal 28

N daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
8tiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengund
fBatannya dalam lembaran daerah kabupaten Rote Ndao

angan peraturan daerah i dengan

/
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN

Bksanuan  Undang - undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan  Daerah
'gisyuruxkun perlu  melakukan pcnatziun sumber — sumber penerimaan Dacrah sesual
fitan  Kewenangan  vang ditctapkan dalam Peraturan Pemerintah *Nomor 23 tahun 1999
fiang Kcwenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Bhpan berlakunya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang
fidang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap
faturan  vang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesual dengan
fldang - undang dimaksud.
MUk itu Pemerintah Kubupaten Rote Ndao dengan Persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat
BErah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan  Dacrah Kabupaten Rote Ndao tentany
flribusi Pelavanan Pelabuban

Pasal demi pasal
dasal | sampai dengan pasal 28 - Cukup jelas
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;':"‘ BAHAN LEMBARAN DAERAT KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 033



